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'. Kemeldekaan berserlkat berku:mpul ser‘ta mengeluaikan piklran dan

E pendapat merupalxan hak asasz manusia yang di akt,n dan dg amm oieh Undangw_

; 'Undanc Dasal Negara Repu’ohl{ Indonesm Taimn 1945

kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Repubhk Indonesia yang
merdeka, bersatu, beldaulat adﬂ dan makmur ser’fa demokxaﬁs dan
berdasaikan hukum

Hak asas; ter: sebut terWLg jud dalam mst}tum parim pohtﬂ\ Undanm Undanfr
Z\omor 2 Tahun 2008 tentano Partai Politik! mendefinisikan bahwa Partai Politik
adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
negéifa Indoﬁe_sia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
untuk mempetjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,
bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada
pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam
setiap sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik.?
Karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrast, karena mereka
memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara
(the siate) dengan warga ncgaranya (the citizen).’

Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya dijalankan melalui

f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, {hukumbam.info, 2008}, him. 2.

? Rainer Adam, DPRD dan Partai Politik, FNS dan PIOD-UMM, dalam Sabastian Salang, Potret
Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terbadap Kelembagaan, Kiprah, dan Sistem Kepartaian (Jukarta:
Foram Politisi-Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007), hlm. 3.

# Sabastian Salang, him, 3,

L Untuk mcmpelkukuh kemeldekaan ber%enkat berkumpul dan.'. S
-~ mengeluar}{an pendapai mer upakan baclan dari upaya untuk mewujudkan _
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mekanisme pelembagaan yang bernama partai politik. Kemudian partai pohnk
saling berkompetisi secara sehat untuk memperebutkan kekuasaan
pemenntahannegaramelalmmekams1nepem1hhanmnumlegxslaﬂfd.npemﬂihan
presiden dan wakil presiden.

- Dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama (bukan L.edua
ai:au ketlga) karena pucuk kendali mda  pemerintahan ada di tangan eksekutlf
ya:tu presxden dan Wal;ﬂ premden Sebagaimana dumnuskan dalam UUD 1 945

- Pasal 6A ayat(2), bahwa calon preszden dan calon wakzl preszden dzusuikan
. oleh partai polzz‘zk atau gabungan partai polmk Artinya hak itu ‘secara
eksklusif hanya partau politik yang disebut UUD 1945-diberikan kepada partal
pohtlk

Karena itulah, semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat
dan mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, memerintah demi
kemaslahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat * Sangat
rasional argumentasinya jika upaya penguatan partai politik dibangun oleh
kesadaran bahwa partai politik merupakan pilar yang petlu dan bahkan sangat
penting untuk pembangunan demokrasi suatu bangsa. jadi, derajat pelembagaan
partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik
suatu negara.’

Fungsi Partai Politik

Padaumumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya ernpat
fungsi partai politik. Keempat fimgsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo®,
meliputi: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sarana sosialisasi politik (political
socialization}, (iii) sarana rekrutmen politik (political recruitment), dan (iv)
pengatur konflik (conflict management). Sementara dalam istilah Yves Meny
dan Andrew Knapp’, fimgsi partai politik mencakup (i) mobilisasi dan integrass,

* Institute For Multyparty Democracy (IMD), Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Payiai Politik
yang Demokratis, dalam Sabastian Salang, him. 3.

- Sabastian Salang, hlm. 3.
*  Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000), him. 163-164, dalam Jimly
Asshiddigie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstinus: (Fakarta:
Konstitusi Press, 20063, hlm. 59.
7 Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Westers: Europe: britain, France, Haly,
gemany, (Third Edition, Oxpord University Press, 1998), dalam Ibid, hlm, 39.
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. (11) sazana pembenmk'm pengamh Lerhadap perilaku memlhh (voling pan‘ef ns)
'(111) sarand rekmtmen politik, dan ( 1v) sarana eldboram p1hhan~p1hhan kebgakan

Dalam uuU No 2 Tahtm 2(}08 tentancr Pal ta; Po};tlk bahwa ﬁl}flUSl Partai
Pohtxk ada]ah sebagal sarana W pendldxkan pohtﬂ\ bagi *mwgota dan masyar alat

luas (u) penczp’taan 11(;11m yan 23 kondumf bagi pcrsatuan dan kesatuan banﬂ'sa o

.lndonema itk kesejahteraan’ masyai akat; (iii) penyerap, pcngh;mpun dan

'penyahu aspirasi pohtlk masyarakai (1v) pa.ri:;sipaSL pOlitik warga negara_ -

. 'Indonesza dan (v) 1ekrutmen poimk §

G “Kesemua funom partm poh‘sxk tersebut sama- sama 161 I\ait satu dengan
yang lamnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting
dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau polifical inferests yang
terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai

- kepentingan itu diserzép sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi 1de, visi,
dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan
atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan schingga dapat diharapkan
mempengaruhi atau menjadi materi® dalam merumuskan dan menetapkan
kebijakan negara.

Terkait dengan komunikasi politik i, partai politik juga berperan penting
dalam melakukan sosialisasi pohitik. Ide, visi, dan kebijakan strategis yang
menjadi pilihan partai politik disosialisasikan kepada konstituen untuk
mendapatkan feedback berupa dukungan dart masyarakat luas. Terkait dalam
sosialisasi itu partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan
politik" bagi masyarakat luas agar menjadi warga ncgara Indonesia yang sadar
akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.’!

Fungsi selanjutnya partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik.
Partai dibentuk memang dimaksudkan menjadi kendaraan yang sah untuk
menyeleksi kader-kader pemimpin'? dalam proses pengisian jabatan politik
melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.™

#UU Ne, 2 Tahun 2008 tenlang Partai Politik, hlm. 6.
Hmly Asshiddigie, Op.cit., him. 39

¥ ibid, him. 60

vy \o 2 Tahun 2008 tentang Partat Politik, hlm. 6.
2 jbid, him. 60.

FoUy No. 2 Talun 2008 tentang Partai Politik, hlm. 6.




: ﬂmaz i.mswf [HDONESIA. Vol 5No. 1 - Maret 2003

F ungsi keempat adalah pengatur dan p@ngeiola konflik. Peranan ini benipa
sarana agregasi kepentmgan yang berbeda-beda melalui saluran kelembagaan
partai politik. Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi pengelola konflik dapat
dlkaltkan dengan fungsz integrasi partai politik. Partai mengagregasikan dan
menﬂmte:gmszkan beragam kepentingan itu dengan cara menyahirkannya den gan
: sebalk ballmya untuk mempenoam}u kebu akan—kebij akan pohtak kenegaraan 1

' Skstem Keparmlan

Dalam dcmokrasx parcal berada dan be; opera51 dalam suatu s1ste1n
dlterapkan ch suatu negara. dalam suatu sistem tertentu, partai berinteraksi dengan
sekurang-kurangnya satu partai lain atau lebih sesuai dengan konstruksi relasi
regulasi yang diberlakukan. Sistem kepartaian memberikan gambaran tentang
struktur persaingan di antara sesama partai politik dalam upaya meraih
kekuasaan dalam pemerintahan. Sistem kepartaian yang melembaga cenderung
meningkatkan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. '3

Untuk melihat sister kepartaian suatu negara, ada dua pendekatan yang
dikenal secara umum. Pertama, melihat partai sebagai unit-unit dan sebagai
satut kesatuan yang terlepas dari kesatuan-kesatuan lain. Pendekatan numerik
i pernah dikembangkan Maurice Duverger (1950-an), ilmuwan politik
kebangsaan Prancis. Menurut Duverger, sistern kepartaian dapat dilihat dari
polaperilaku dan interaksi antarsejumlah partai datam suatu sistem politik, yang
dapat digolongkan mienjadi tiga unit, yakni sistem partai tunggal, sistem dwi
partai, dan sistem multipartai.'®

Selain itu, cara lain dapat dijadikan pendekatan yaitu teori vaig
dikembangkan Giovani Sattori (1976), ilmuwan politik Italia. Menurut Sartori,
sistem kepartaian tidak dapat digolongkan menurut jumlah partai atau unit-
unit, melainkan jarak ideologi antara partai-partai yang ada, yang didasarkan
pada tiga hal, yaitu jumlah kutub (polar), jarak diantara kutub (bipolar), dan
arah perilaku politiknya. Sartori juga mengklasifikasikan sistem kepartaian

# Jimly Asshiddigie, Op.cit., hlm. 61.
¥ Sabastian Salang, Op.cit., hlm. 63.

“ FS. Swantoro, Meneropeng Sistem Kepartaian Indonesia 2020, hlm. 122- 123, dalam Soegeng
Sarjadi dan Sukardi Rinakit, Mencropong Indonesia 2020 (Jakarta: Soegeng Sarjadi Gyndlmt(: 2004,
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_ ménj adi tiga, yaitu piﬁraiisrhe séderhaﬁa pluralisme: moderat dan plm alisme
ekstrem. Kedua pendekatan ini bisa digunakan untuk mehhat sxstem kepartalan _

indonesm d1 masa]ala kini, dan mendatang 7o

_ Dalam sej arahnya Indonesia telah mempraktﬁ{kan S1stem kepartaxan :' _
: berdasarkan pada sxstem multipartai Meskz dalam dera_] at da.n kuahias yang B

'berbeda

partdx cutambah independen. Dengan sistem pemilu proporsiondl, menghasilkan

anggota legislatif yang imbang antara Jawa dan Luar Jawa. Pemilu dekade
1950-an 1960-an adalah sistem nultipartai tanpa ada pemenang mayoritas. '
Namun, di era demokrasi parlementer tersebut telah terjadi tingkat kompetisi
yangtinggi.” -

Memasuki era demokrasi parlementer yang ditandai dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden yang tujuannya uniik mengalkhiri konflik ideologi
antarpartai. Pada masa ifu, sistem kepartaian menerapkan sistem multipartai,
namun tidak terjadi kompetisi.®

“Memasuki dekade 1970-an sampai Pemiliu 1971, Indonesia masih
menganut sistemn multipartai sederhana (pluralisme sederhana). Waktu itu ada
sembilan partai politik yang tersisa dari Pemilu 1955, Kesembilan partat ditambah
Golkar, ikut berlaga dalam Pemilu 1971. Fenomena menarik dalam Pemilu
1971 ini adalah fakior kemenangan Golkar yang sangat spektakuler di luax
dugaan banyak orang. Padahal kalangan partai tidak yakin akan memenangkan
pemilu. Hal itu didasan pada dua hal, yaitu ABRI tidak ikut pemilu dan Golkar
belum berpengalaman dalam pemilu. Tetapy, setelah pemilu digelar, temyata
justru bertolak belakang, Golkar menang mutlak lebih dari 63%. Kemenangan
itu menandakan Indonesia memasuki era baru, yaitu Orde Baru.

¥ Ibid, him. 123.

¥ Ibid, him. 149,

¥ Babastian Salang, Op.cit, hlm. 67,
® ibid, Rlm. 67.

A Pada'permlu pertama tahun 1955—sebagaa tonagakke}ndupan pohtlkpasca_ i
'_'kemerdekaan}nngga sekarang menghasﬂkan lima partaz besar: PNI, Masyumi, o
NU,PK1, dan PSL Jumlah partai yang berlaga dalam pemilu itu lebih dari 29
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-Pada era orde baru, sister kepartaian ma51h disebut sistern muitipartm
scderhana namun antarpartai tidak terjadi persaingan.?! Karena Golkar menjadi
‘partai hegemoni. Sehingga ada pendapat bahwa secara riil sistem kepartaian
menjurus ke sistem partai tun gai (single eniry ) Kenapa? Karena Golkar

: hanya berjuang demi status guo.%

- Padamasa reformasi, Indonesaa kembah menerapkan sistem multlpartm
Hali inidapat dxpahami karena selama puluban tahun kebebasan berekspresi
o dan berserikat seria berkumpul dikekang, Sehmgga ketika reformasi
' 'membenkan ruang kebebasan, hasrat para politisi untuk mendirikan partai politik
tersalurkan. Sebaga1 sebuah proses pembelajaran, fenomena menjamurnya
partai politik mestinya dilihat sebagai sesuatu yang wajar di tengah masyarakat
yang sedang mengalami euforia politik.? o

- PadaPemilu 1999, yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar
calon tertutup (stelsel daftar) diikuti 48 partai peserta pemilu. Jumlah partai
sekitar 140 buah, tetapi lolos verifikasi hanya 48 partai. Dari Jurnlah itu, keluar
cnam partai besar pemenang pemilu, yakni PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PAN,
dan PBB. Sistem kepartaiannya multipartai, dan tidak ada partai pemenang
pemilu yang memperoleh suara mayoritas 2!

Setelah dua kali pemilihan umum paska reformasi dengan sistem
multipartai, Indonesia bisa belajar banyak, Proses evaluasi diti perlu ditakukan,
baik partai-partai politik, maupun sistem yang diterapkan. Apakah partai-partai
paska reformasi telah berperan sebagai pilar demokrasi yang mendorong
demokrasi kita lebih efektif dan pemerintahan yang stabil, atau sebal iknya. Sistem
kepartaian secara ideal harus mendorong pemerintahan yvang stabil dan
demokrasi yang semakin efektif, Bila tidak, maka tentu ada vang salah dengan
sistem yang diterapkan.®

Pemilu 2004 adalah pesta rakyat yang sangat bersejarah bagi Indonesia.
Pasalnya, untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu secara
langsung. Keberhasilan pemilu secara langsung telah mendaulat Indonesia
sebagai negara paling demokrasi ketiga di dunia setelah Amerika dan India.

3 Ibid, hlm. 67.

# FS. Swantore, Op.eit., hlm, 157,
3 ibid, him. 67

o 0bid, hlm, 136.

¥ Ibid, hlm. 67.
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Setalah dua kah pemilu paska reformasi dengan smtem rnulupartal
_Indonesm bisa belaJ ar banyak. Proses evaluasi diri periu dilakukan, baik partai-

- partal pohtxk maupun sistem yang dlterapkan Apakah partai-partai paska

' _refonna51 telah beipei an seb’igal pilar demokrasi yang mendorong demokrasi

- kitalebih efekﬂf danpcmemltabzm yang stabtf atau sebaiﬂmya Sistem kepartaian : -
secara zdeal harus mendorong pemeri ;1taha:n yang stabil dan demokrasi yang -
'Sem'lkm efektif Bﬂa t1dak maka tentu ada y'mcr salah den gan 51stem yang

dzter'i'}s_an" e

- Peny@derhanaam ?artm P@hﬁk

Sistem kepartatan yang kita bangun h‘u*uslah diarahkan tmtuk terwujudnya
sebuah tata kelola sistem pemerintahan presidensil yang didukung oleh jumiah
pamu yang sedikit di tmcrkat suprastrukiur. '

. Berkaca pada pengalaman hampir sepuluh tahun paska reformasi,
demokrasi Indonesia dengan sistemmultipartai belum signifikan memberikan
harapan bagi pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Alasannya
karena sistem multipartai telah mengalami perluasan fragmentast, sehingga
mempersulit proses pengambilan setiap keputusan di legislatif. Karena itu, tidak
heran bila berbagai pihak mulai menderong penerapan sistem multipartai
sederhana. Persoalannya, bagaimana mendorong proses petiyederhanaan partai
harus dilakukan?

Alam demokrasi tentu tidak menggunakan larangan secara langsung bagi
pendirian partai politik, karena ita hak asasi yang harus dihormati. Pembatasan
partai politik dilakukan dengan menerapkan berbagai prosedur sistem pemilu.
Secara sah, legal, dan demokratis, sistem pemilu menjadi alat rekayasa vang
dapat menyeleksi dan memperkecil jumlah partai politik dalam jangka panjang

Duverger berpendapat, bahwa upaya mendorong penyederhanaan partai
politik dapat dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan
sistem distrik dapat mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan
mendorong penyederhanaan partai tanpa harus melakukan paksaan. Sementara
dalam sistern proporsional cenderung lebih mudah mendorong fragmentasi partai

* ibid, him. 67.
- Denny JA, Partai Politik pun Berguguran (Yogyakaria: LIS, 2006), him. 16.
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dan timbulnya partai-partai politik baru, Sistem ini d;anggap mempunyax akibat
memperbanyak Jumlah partai.®

* Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadi sej umiah
dlsmk Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak Jumlah anggota paliemen yang
akan d1p1hh Setiap distrik akan dlplhh satu wakil rakyat.”

~ Dalam s;stem distrik berlaku prinsip the winner iakes all. Partai mmontas
_ _tidak akan pernah mendapaﬂ(an wakﬂnya Katakanlah, dalam sebuah dlsmk

ada sepuluh partai yang ikut serta. Tokoh dari Partai A hanya menang 25%, '

namun tokoh partai lain memperoleh suara yang lebih kecil. Walau hanya
mendapatkan suara 25% suara, distrik itu akan diwakili olel tokoh partai A.
Sembilan tokoh lainnya akan tersingkir®

Metode the winner takes all ini akibatnya menjadi insentif ne gatifbagi
partat keeil. Dalam studi perbandingan, sistem distrik ini memang merangsang
partai kecil untuk membubarkan diri, atau menggabungkan diri dengan partai
lain, agar menjadi mayoritas. Dalam perjalanan waktu, sistem ini hanya
menyisakan dua partai besar saja. Partai kecil lainnya terkubur dengan
sendirinya.’!

Kelebihan sistem distrik dalam menyederhanakan jumlah partai karena
kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) hanya satu,
akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan dan
mengadakan kerjasama. Dengan berkurangnya partai, pada gilirannya akan
mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatkan
stabilitas nasional. Selain itu, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas
keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik
sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat, dan dengan demikian ia akan
mendorong untuk mempeijuangkan aspirasi mereka.

Meskipun sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai
politik, namun untuk saat ini sisten tersebut belum menjadi pilthan bagi Indonesia.
Mengingatrealitas sosial masyarakat Indonesia yang heterogen sehingga cukup

Sabastian Salang, Op.cit., him. 68.
Denny JA, Op.cit, him. 16,

Ibid, him. 16.

Ibid, hlm, 16,

Sabastian Safang, Op.cit., him. 68,

W ra oz
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: -Suht menerapkan smtern diStt‘lk Karena dar: golongan—golongan yangada,
: golonoan nnnontas d1khawatzrkan tidak terakomodir. Karena itu pﬂlhan untuk
' tetap menerapkan 51stem proporslonal mempakan suatu keputusan yanﬂ reievan o

'_unttﬂc konteks Indonesm saat ini. 3.

_ Peﬁanyaannya apakah dengan menerapkan szstem proporsmnal Junﬁah o
_partai pohnk secara alarm dapat telkurangi‘? Slstem proporsmnal memiliki

e 'mekamsme tersendlrl untuk menyederhanakan Jumlah partai pohtlk -

; Penyederhanaan parta1 pohtlk dalam rangka menghasﬂkan parlemen dan' i

' 'pemenntahan yang efekiif; dalam éra reformasi ini perundang- undangan" o
menerapkan Electoral Thieshold pada Pemilu 1999 dan 2004, dan terbukti

dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 berkurang menjadi 24 pafceu pohtlk
pada Pemilu 2004. z

" Dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD
dan DPRD, Electoral Threshold didefinisikan sebagai ambang batas syarat
angka perolehan suara untuk bisa mengikuti pemilu berikntnya. Artinya
berapapun kussi yang diperoleh di parlemen, untuk turut kembali dalam pemilihan
umum berikumya harus mencapai angka Electoral Threshold itu. jadi, partai
politik yang gagal memperoleh batasan suara m:mmal berarti gagai untuk
menglkutl pemilu berikutnya.

“Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan electoral threshold sebesar
2% dari suara sah nasional. Peserta pemilu yang lolos berdasarkan perolehan
suara ada enam partai. Dengan demikian, hanya keenam partai yang berhak
mengikuti Pemitlu 2004, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, dan PBR.*

Secara prosedural, partai-partai di luar keenam partai itu tidak
diperkenankan mengikuti Pemitu 2004. Tetapi, dalam praktiknya tidak demikian,
karena partai lama mengubah namanya atau menambah satu kata di belakang
nama partai sebelumnya. Artinya, partai yang tidak memenuhi electoral
threshold tetap ikut pemilu berikutnya dengan karakter partai serta pengurus
partainya tidak berubah >

B Ibid, hlm. 69.
* Jbid, hlm. 70.
% Ibid, hlm. 70.
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= Pemilu 2004.menerapkan angka elecioral threshold menjadi 3%, dari
pexs olehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuk lebih memperketat partap
partai yang mengikuti Pemilu beﬂi{umya Semangat dari peningkatan threshold
- yang semakin besar yaitu untuk membangun sistem multipartai sederhana deng_a_n
péﬁdekatan yang lebih moderat. Dengan threshold 3%, partai yang bisa
' menglkutl Pemilu 2009 hanya tujuh partai, vaita Golkar, PDI P, PKB, PPP,
PAN, Peurtai Demokrat, dan PKS,3 ' Tetapi faktanya di parlemenada 17 partaz
Hal ni yang mengurangi kecfekufan parlemen dalam bekerja karena Eambat
' 3A11:mya penerapan Electoral Threshold ternyata tidak membuat partal
mengerucut dan mendukung tata kelola parlemen yang efektif .

Itulah latar belakang dari Panitia Khusus UU No. 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, telah mengundang sejumlah pakar
dan ahli untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa
Electoral Threshold itu tidak dikenal di negara manapun, atau menimbulkan
anomali. Sehingga secara teoritis, saya kutip dari saudara Dr. Sutradara Gintings
dan Prof. Dr. Ryaas rasyid saat pembahasan UU tersebut, sestngguhnya yang
ada dalam sistem pemilu adalah Parfiamentary Threshold yang artinya adalah
syarat ambang batas perolehan suara parpol untuk bisa masuk ke parlemen.
Jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui selurihnya,
lalu dibagi dengan jumlah suara secara nasional. Jika suara partai politik itu
mencapal angka 2,5% dari jumlah suara nasional, maka dia berhak
menempatkan wakilnya di patlemen, tanpa mempermasalahkan berapa jumlah
kursi hasil konversi suara yang dimiliki partai politik tersebut, Inilah teori untuk
menghasilkan parlemen yang efek#if.

Jika kita lakukan simulasi dengan data Pemilu 2004, maka di parlemen
hanya akan ada 7 partai. Sehingga dengan Parliamentary Threshold akan
terjaring sejumlah partai yang betul-betul legitimaie. Sehingga sebelum pemilu
diselenggarakan, dengan sendirinya partai politik akan mengukur dird sampai
sejauh mana dukungan rakyat kepadanya.

Hal i juga akan membuat fungsi-fungsi parpol yang dirumuskan dalam
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik akan berjalan efektif karena
sebelum parpol itu melakukan fungsi rekiutmen (penentuan calon legislatif),

¥ Ibid, hlm. 71.
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: Slstem Mﬁlupartat d1 Indonesxa . :

' '-_;partaz pohhkpastl akanleblh dulu men}alankan fungm sosmhsasx ﬁmgsz edukasz R

' rfungsz agregas1 dan ﬁmg51 kadensa31 Selain ity mereka jugas akan berkarya dan- - '
~mengabdi kepada masyarakat ‘Disinilah adanya korelasi dan hubungan yang
_ sangat 51 gmﬁkan antara UU No 2 Tahun 2008 tentang Paﬁal Politik dengan_' e
S UU No 10 Tahun 2008 tentanfr Pemlhhan Umum DPR DPD dan DPRD s

daiam szsiem multxparta; d1 Indonesm

Ttguanutamapenuhhanumumadalahimtukmenghasﬂkanpademenyang
' 'z’egzamare dan pemerintahan yang kuat. Hal ini menjadi tidak mungkin terwujud

jika pelaksanaan pemiliban legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden
dilaksanakan pada saat yang bersamaan karena isu keduanya berbeda sehingga
perilaku pemilih juga tidak bisa dipastikan. Hal ini akan mengakibatkan tidak
terjadinya hubungan yang signifikan antara parlemen dengan presiden dan wakil
presiden sehingga tidak terwujud tata kelola sistem pemerintahan yang stabil.

Artinya, pemilihan umum merupakan rangkaian tak terpisahkan antara
pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, adanya
sequence (Jeda waktu) antara keduanya, adalah untuk memastikan gambaran
riil partai politik pendukung di parlemen terhadap pemerintahan presiden dan
wakil presiden terpilih. Karena hanya partai politik dan gabungan partai politik
yang berhasil masuk parlemen-lah yang berhak mengusung pasangan calon
presiden dan calon wakil presiden.

Sehingga keluhan yang menyatakan “presiden terbelengow™ menjadi tidak
relevan, karena persoalannya bukanlah di UUD 1945, tetapi lebih pada produlk
dari pemilihan umum yang belum secara signifikan memposisikan dan
menempatkan sistern multipartai pada proporsi yang sebenarnya.

Adalah hak rakyat untuk membuat partai politik, dan hak partai politik
untuk ikut pemilu. Tetapi untuk masuk ke parlemen ada mekanisme yang harus
ditempuh yaitu Parliamentary Threshold. Agar partai politik dibentuk tidak
hanya sekadar untuk ikut pemilu tapi partai politik dibuat agar fungsi-fungsi
partai politik dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga parpol menjadi
sarana dan wahana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi
keniscayaan. Dan rakyat pun akan kembali menghargai dan menghormati partai
politik karena sesungguhnya demokrasi tidak akan mungkin tanpa adanya partai
politik.
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- Inilah sistem multipartai yang kita banoun untuk diarahkan menuju
terbentuimya sebuah rezim pemerintahan presidensil yang efekiif, Karena dfdam
sister pre esmiansﬂ itutidak dikenal jumlah paﬂaz yang banyak. Selain itu, sebuah

B kehamsan bagi parta;. politik dan gabungan parpol di parlemen yang mengusung
‘pasangan calon presiden dan calon W'Lkﬂ presiden untuk masmg~masznﬂ
- menyamakan visi dan misinya agar selanjutnya dzjadlkan dokumen negara yang

~ harus dipertanggungjawabkan dan diumumkan kepada publik. '
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